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Abstract. This research discusses the relationship between citizenship in international law, with a focus on two
implications, namely extradition treaties and diplomatic immunity. Citizenship has an important role in the
extradition process and the application of diplomatic immunity because often an individual's citizenship status
influences legal and diplomatic decisions. Through literature analysis, recent case studies, and international
comparisons, this research identifies that legal and political decisions on extradition and the application of
diplomatic immunity are influenced by citizenship. Modern cases, such as the involvement of Julian Assange and
Chelsea Manning, forgivemin prove the lack of balancing between international obligations and individual rights.
Variations in legal practices between countries, including differences between European countries, the United
States, and Asian countries, highlight the need for more consistent international standards. This research
recommends increased multilateral dialogue, transparency of legal processes, and long-term case studies to
improve understanding and practice regarding citizenship in international law.

Key words: citizenship, international law, extradition treaties, diplomatic immunity, case studies, international
comparisons.

Abstrak. Penelitian ini membahas hubungan antara kewarganegaraan dalam hukum internasional, dengan fokus
pada dua implikasi, yakni perjanjian ekstradisi dan imunitas diplomatik. Kewarganegaraan memiliki peranan
penting dalam proses ekstradisi dan penerapan imunitas diplomatik karena sering kali status kewarganegaraan
individunya mempengaruhi keputusan hukum dan diplomatik. Melalui analisis literatur, studi kasus terbaru, dan
perbandingan internasional, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keputusan hukum dan politik ekstradisi dan
penerapan imunitas diplomatik dipengaruhi oleh kewarganegaraan. Kasus-kasus modern, seperti keterlibatan
Julian Assange dan Chelsea Manning, forgivemin proved the lack balenching between kewajiban internasional
temporalivas dengan hak individual. Variasi dalam praktik hukum antar negara, termasuk perbedaan antara negara
Eropa, Amerika Serikat, dan negara Asia, menyoroti perlunya standar internasional yang lebih konsisten.
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan dialog multilateral, transparansi proses hukum, dan studi kasus
jangka panjang untuk memperbaiki pemahaman dan praktik terkait kewarganegaraan dalam hukum internasional.

Kata kunci: kewarganegaraan, hukum internasional, perjanjian ekstradisi, imunitas diplomatik, studi kasus,
perbandingan internasional.

PENDAHULUAN

Kedudukan hukum kewarganegaraan dalam konteks hukum internasional adalah publikasi
yang sangat kompleks, yang mempengaruhi hubungan antara negara-negara yang saling
berhubungan, terutama dalam hal perjanjian ekstradisi dan imunitas diplomatik.
Kewarganegaraan adalah status seseorang di negara di mana hak dan kewajiban warganegara
ditentukan. Oleh karena itu, hal itu membantu memutuskan pertanyaan-pertanyaan berulang

yang terkait dengan hukum internasional dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara
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negara-negara. Peran kewarganegaraan di era globalisasi bebas bergerak secara independen
melintasi batas negara menjadi stabilitas dan hubungan antara negara-negara menjadi lebih
signifikan dan semakin relevan. Status kewarganegaraan juga berperan dalam aspek hukum
ekstradisi dan imunitas diplomatik. Perjanjian ekstradisi adalah serangkaian aturan hukum
yang memungkinkan suatu negara untuk mengirimkan seorang individu yang dituduh
melakukan suatu kejahatan ke negara lain untuk proses hukumnya. Permintaan ekstradisi dan
keputusan untuk menerimanya diadakan terutama karena hukum jermane: negara yang
meminta ekstradisi, yang mempengaruhi kebijakan hukum mereka. Seorang individu yang
tertuduh biasanya menantang ekstradisi berdasarkan kewarganegaraannya. Selain itu, semua
ketentuan hukum mengenai imunitas diplomatik terkait dengan kewarganegaraan. Dalam hal
ini, imunitas, diatur oleh Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, berarti bahwa
seorang diplomat tidak dapat diadili atau diberikan tindakan hukum dalam negara tempat ia
bertugas, walaupun masih memungkinkan untuk menjalankan tindakan hukum sederhana oleh
pemerintah negara anggota. Kondisi ini berarti bahwa konsep kewarganegaraan dalam
perjanjian internasional dan hukum ekstradisi dari perspektif imunitas diplomatik kembali pada
berbagai pertanyaan dan tantangan hukum yang dapat diangkat. Implikasi literatur hukum dari
studi korelasional ini melibatkan beberapa implikasi, fokus khusus studi adalah bagaimana
kewarganegaraan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam rangka ekstradisi dan hukum
diplomatik.

Beberapa alasan ilmiah untuk melakukan penelitian ini termasuk :

a. Perubahan dalam Praktik Internasional: Dalam lima tahun terakhir, terjadi pergeseran
besar dalam praktik ekstradisi dan imunitas diplomatik, yang menunjukkan perubahan
dalam politik dan hukum internasional di seluruh dunia. Misalnya, Chachko (2022)
menunjukkan bagaimana negara-negara dapat menggunakan status kewarganegaraan
untuk mengatur keputusan ekstradisi demi kepentingan politik mereka.

b. Kasus-kasus Kontroversial: Kasus-kasus modern yang melibatkan kewarganegaraan,
seperti kasus Julian Assange dan Chelsea Manning, menunjukkan betapa sulitnya
menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan negara dalam hal ekstradisi dan
imunitas diplomatik.

c. Perkembangan Hukum Internasional: Perubahan dalam hukum internasional dan
perjanjian yang berlaku, seperti revisi Konvensi Wina tentang Imunitas Diplomatik
(2021), membutuhkan pemahaman yang diperbarui tentang kewarganegaraan dan

konsekuensinya.
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d. Variasi Negara: Mempelajari cara-cara berbeda dari berbagai negara menerapkan
kewarganegaraan dalam konteks hukum internasional dapat memberikan perspektif
yang bermanfaat. Sebagai contoh, melihat bagaimana praktik ekstradisi di Amerika
Serikat dan Eropa berbeda, menunjukkan bahwa pendekatan mereka terhadap
kewarganegaraan dan hak-hak individu sangat berbeda.

e. Penerapan dalam Kasus Spesifik: Kajian ini akan memeriksa kasus hukum di negara-
negara seperti Prancis dan Rusia, yang terkenal dengan hukum ekstradisi dan imunitas
diplomatik yang ketat.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang peran
kewarganegaraan dalam hukum internasional dan bagaimana hal itu memengaruhi pelaksanaan

perjanjian ekstradisi dan imunitas diplomatik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses
untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang
dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskiptif. Metode penelitian yang digunakan
adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.Normatif (doktrinal) kepustakaan (/ibrary
research),yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab
agama, atau majalah, dan sebagainya.

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

2. Pendekatan kasus (case approach)

3. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

4. Pendekatan historis (historical approach)

5. Pendekatan perbandingan / Figih Muqoron(comparative approach)
Yurisdis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan
kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam
melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan
(library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan
penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber
seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenisberdasarkan fakta
konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan
termasuk ke dalam qualitative reseach atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui

sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian
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atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab figh, dan
sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca,
mengidentifikasikan dan

menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis

serta didukung oleh data dari sumber sekunder.

PEMBAHASAN
Kewarganegaraan dalam hukum internasional dengan fokus pada perjanjian ekstradisi
dan imunitas diplomatik, serta implikasi-implikasinya. Kewarganegaraan dalam hukum
internasional adalah aspek yang sangat penting yang berhubungan dengan perjanjian ekstradisi
dan imunitas diplomatik. Memahami keduanya memerlukan analisis mendalam terhadap
prinsip-prinsip hukum internasional dan bagaimana kewarganegaraan berinteraksi dengan
aturan-aturan ini.
Perjanjian ekstradisi
1. Definisi dan Tujuan
Perjanjian ekstradisi adalah kesepakatan formal antara dua atau lebih negara
yang mengatur prosedur penyerahan individu yang dituduh atau dinyatakan bersalah
atas tindak pidana dari satu negara ke negara lain. Tujuan utama dari perjanjian ini
adalah untuk memudahkan penegakan hukum internasional dengan memungkinkan
pelaku kejahatan diadili di negara tempat kejahatan terjadi.
2. Prosedur Ekstradisi

Prinsip Non-Ekstradisi untuk Warga Negara Sendiri: Banyak negara memiliki
kebijakan yang melarang ekstradisi warga negara mereka sendiri. Ini didasarkan pada
prinsip kedaulatan dan perlindungan hukum yang mendalam terhadap warga negara.
Negara yang diminta untuk mengekstradisi seseorang, jika orang tersebut adalah warga
negaranya, dapat menolak permintaan tersebut. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk
memastikan bahwa setiap warga negara akan diadili di negara tempat mereka memiliki
hak-hak konstitusi yang lebih kuat dan perlindungan hukum.

Pengaturan dalam Perjanjian Ekstradisi: Perjanjian ekstradisi sering mengandung
ketentuan tentang kewarganegaraan. Misalnya, banyak perjanjian memungkinkan
negara yang diminta untuk menolak ekstradisi jika orang tersebut adalah warga
negaranya. Beberapa perjanjian juga memiliki klausul yang memungkinkan negara
yang diminta untuk memberikan ekstradisi jika negara peminta berjanji akan menjaga

hak-hak orang tersebut.
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Masalah Kewarganegaraan Ganda: Beberapa orang mungkin menghadapi
masalah ekstra. Prosedur ekstradisi dapat menjadi sulit ketika seseorang memiliki
kewarganegaraan dari salah satu negara yang terlibat dalam perjanjian ekstradisi.
Negara yang diminta untuk mengekstradisi biasanya akan memeriksa kewarganegaraan
dan kebijakan ekstradisi individu untuk memutuskan apakah akan mengekstradisi
mereka.

1) Permohonan Ekstradisi
Negara yang memerlukan penyerahan seorang individu (negara pemohon) akan
mengajukan permohonan kepada negara tempat individu tersebut berada (negara
terpidana). Permohonan biasanya disertai dengan dokumen dan bukti yang
menunjukkan tindak pidana yang dilakukan.
2) Penilaian oleh Negara Terpidana
Negara terpidana akan menilai permohonan tersebut berdasarkan perjanjian
ekstradisi yang ada, hukum domestik, dan prinsip-prinsip internasional. Penilaian ini
mencakup pemeriksaan apakah kejahatan yang dituduhkan termasuk dalam kategori
yang dapat diekstradisi dan apakah prosedur hukum yang adil akan diterapkan di negara
pemohon.
3) Keputusan Pengadilan atau Otoritas
Jika negara terpidana setuju dengan permohonan tersebut, kasus ini biasanya
akan dibawa ke pengadilan untuk menentukan apakah ekstradisi dapat dilakukan.
Keputusan akhir mungkin memerlukan persetujuan eksekutif atau legislatif tergantung

pada sistem hukum masing-masing negara.

Implikasi Terhadap Kewarganegaraan

1. Perlindungan Kewarganegaraan

Banyak negara memiliki undang-undang atau kebijakan yang melindungi
kewarganegaraan mereka dari ekstradisi dalam kondisi tertentu. Orang yang akan
diekstradisi harus dipertimbangkan dalam perjanjian ekstradisi. Negara yang diminta
mungkin menolak ekstradisi berdasarkan prinsip non-refoulement jika ada risiko bahwa
orang tersebut akan menghadapi perlakuan yang tidak manusiawi atau hukuman mati
di negara peminta. Menurut prinsip ini, pengembalian seseorang ke tempat di mana
mereka berisiko mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk dilarang oleh hukum

internasional hak asasi manusia.
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Misalnya, beberapa negara menolak untuk mengekstradisi warganya jika ada
risiko hukuman mati, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi di negara tujuan. Ini
adalah bagian dari kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia.

2. Prinsip Non-Refoulement

Prinsip ini menyatakan bahwa negara tidak boleh mengembalikan individu ke
negara di mana mereka akan menghadapi ancaman nyata terhadap kehidupan atau
kebebasan mereka. Dalam konteks ekstradisi, prinsip ini memastikan bahwa individu
tidak akan diekstradisi ke negara yang bisa menempatkan mereka pada risiko
pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

3. Dampak terhadap Hak Asasi Individu

Ekstradisi dapat mempengaruhi hak-hak individu, termasuk hak untuk
mendapatkan pengadilan yang adil dan perlakuan manusiawi. Negara pemohon harus
memastikan bahwa proses hukum di negaranya tidak melanggar hak-hak dasar individu

yang diekstradisi.

Ketahanan Diplomatik

113

Hubungan diplomatik antara negara-negara sering dipengaruhi oleh keputusan
mengenai ekstradisi. Baik persetujuan untuk mengekstradisi maupun penolakan dapat
menyebabkan ketegangan diplomatik. Hubungan bilateral dan bahkan multilateral

dapat dipengaruhi oleh konflik terkait ekstradisi.

1. Konteks dan Definisi

Imunitas diplomatik adalah hak-hak khusus yang diberikan kepada diplomat
tugas diplomatik tanpa gangguan atau intervensi dari negara tuan rumah. Imunitas ini
diatur oleh Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961) dan Konvensi Wina

tentang Hubungan Konsuler (1963).

2. Jenis Proteksi Diplomatik

1) Imunitas Fungsional

Imunitas ini melindungi diplomat dari penuntutan dan penangkapan terkait
dengan tindakan resmi mereka dalam kapasitas diplomatik. Misalnya, seorang duta
besar tidak dapat dituntut atau diadili di negara tempat mereka bertugas untuk tindakan
yang dilakukan dalam menjalankan fungsi diplomatik mereka.
2) Imunitas Personal

Imunitas ini melindungi diplomat dari penahanan dan penahanan pribadi. Ini

termasuk perlindungan dari tindakan hukum sipil atau pidana yang dilakukan oleh
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diplomat di negara tuan rumah, kecuali jika tindakan tersebut berkaitan dengan aktivitas
pribadi di luar tugas resmi mereka.
3. Implikasi Terhadap Kewarganegaraan
1) Hak-Hak Diplomatik dan Kewarganegaraan
Diplomat dengan kewarganegaraan negara pengirim biasanya dapat
menjalankan fungsi diplomatik mereka tanpa khawatir akan proses hukum atau
penangkapan di negara tuan rumah. Imunitas ini memungkinkan diplomat untuk
bekerja dengan aman dan efisien.
2) Penegakan Hukum dan Imunitas
Jika seorang diplomat melanggar hukum negara tuan rumah, negara pengirim
tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut dan dapat menarik
diplomat tersebut untuk diadili di negara pengirim. Ini tidak berarti bahwa diplomat
bebas dari tanggung jawab.
3) Tanggung Jawab Negara Pengirim
Jika seorang diplomat melanggar hukum internasional atau hukum domestik
negara tuan rumah, negara pengirim harus mengambil tindakan yang sesuai, seperti
menarik diplomat atau melakukan penyelidikan internal.
Perselisihan dan Pengecualian
1. Kasus-Kasus Kontroversial: Imunitas diplomatik kadang-kadang dapat menimbulkan
kontroversi, terutama jika diplomat terlibat dalam pelanggaran kriminal yang
signifikan di negara tuan rumah mereka. Negara tuan rumah mungkin merasa frustrasi
jika mereka tidak dapat
2. Pengecualian dan Pembebasan Beberapa negara membatasi imunitas diplomatik dalam
beberapa situasi. Misalnya, negara penyelenggara dapat mengadakan demonstrasi
resmi atau meminta agar diplomat yang melakukan pelanggaran berat ditarik kembali.
Negara tuan rumah dapat meminta status diplomatik diplomat yang dianggap

melanggar hukum melalui mekanisme yang diberikan oleh Konvensi Wina.

4. KESIMPULAN
Dengan fokus pada perjanjian ekstradisi dan imunitas diplomatik, penelitian ini telah
menyelidiki hubungan antara kewarganegaraan dalam hukum internasional. Analisis yang

telah dilakukan dapat menghasilkan beberapa kesimpulan penting, yaitu:
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Kompleksitas Kewarganegaraan: Proses ekstradisi dan penerapan imunitas diplomatik
sangat bergantung pada kewarganegaraan. Status kewarganegaraan seseorang sering
kali menentukan apakah permintaan ekstradisi akan dipenuhi atau tidak. Negara-negara
dapat menggunakan kewarganegaraan untuk tujuan diplomatik atau politik.

Peran Perjanjian Internasional: Perjanjian internasional, seperti Konvensi Wina tentang
Imunitas Diplomatik (1961) dan perjanjian ekstradisi bila teral dan multilateral,
berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatur hubungan antarnegara terkait ekstradisi
dan imunitas diplomatik. Namun, interpretasi nasional dan pertimbangan politik sering
memengaruhi penerapannya.

Kasus Kontemporer: Studi kasus terbaru menunjukkan bahwa penerapan imunitas
diplomatik dan ekstradisi sering kali menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan
kewajiban internasional dengan hak-hak individu. Kasus seperti Julian Assange dan
Chelsea Manning menunjukkan bagaimana kewarganegaraan dapat memengaruhi

keputusan diplomatik dan hukum.

. Variasi Praktik Negara: Studi tentang praktik hukum di berbagai negara menunjukkan

bahwa ada perbedaan besar dalam penerapan prinsip kewarganegaraan. Hukum
domestik dan kebijakan luar negeri memengaruhi cara negara-negara Eropa, Amerika

Serikat, dan Asia menangani ekstradisi dan imunitas diplomatik.

SARAN

Studi ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan

praktik kewarganegaraan dalam konteks hukum internasional:

115

a. Peningkatan Standar Internasional: Standar internasional tentang ekstradisi dan
imunitas diplomatik harus diperbarui dan diperjelas, terutama untuk
kewarganegaraan. Penyelarasan standar ini dapat membantu mengurangi keraguan
dan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

b. Dialog Multilateral: Untuk menyelesaikan masalah yang muncul dari perbedaan
dalam praktik kewarganegaraan, negara-negara harus memperluas perundingan
antara tiga atau lebih negara. Forum internasional dapat menjadi tempat di mana
pedoman yang lebih konsisten tentang ekstradisi dan imunitas diplomatik dapat
dibahas dan disepakati.

c. Peningkatan Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam keputusan mengenai

imunitas diplomatik dan proses ekstradisi dapat membantu meningkatkan
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kepercayaan internasional. Negara-negara harus lebih transparan dalam
mengungkapkan pertimbangan politik dan dasar hukum yang
d. Studi Lanjutan: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui bagaimana
perubahan dalam hukum dan kebijakan internasional berdampak pada
kewarganegaraan. Analisis kasus-kasus yang belum diteliti dalam penelitian ini
dapat memberikan pemahaman tambahan dan meningkatkan pemahaman kita
tentang hubungan antara kewarganegaraan dan hukum internasional.
Diharapkan bahwa pelaksanaan rekomendasi ini akan meningkatkan efisiensi dan
keadilan dalam penerapan hukum internasional terkait kewarganegaraan serta meningkatkan

kerja sama antarnegara dalam menangani masalah yang kompleks ini.
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